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KEMENTERIAN KEHUTANAN. IUPHHK. Hutan
Produksi. Prosedur. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor P.26/Menhut-11/2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.50/MENHUT-11/2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KAYU (IUPHHK) DALAM HUTAN ALAM, IUPHHK RESTORASI EKOSISTEM,
ATAU IUPHHK HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan
Pasal 38 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan
Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, ditetapkan bahwa
ketentuan usaha pemanfaatan hasil kayu pada
hutan alam, restorasi ekosistem, hutan tanaman
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri;

bahwa sehubungan dengan butir a, telah
diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.50/Menhut-11/2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam,
IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan
Tanaman Industri pada Hutan Produksi;
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Mengingat

1.

bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap
Peraturan Menteri Kehutanan tersebut butir b, dan
memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun
2011 tentang Penundaan Pemberian lIzin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan
Lahan Gambut, masih terdapat ketentuan-
ketentuan yang perlu disempurnakan untuk
memberikan kepastian hukum dalam rangka
pelaksanaan “good governance”;

bahwa sehubungan hal-hal tersebut di atas, perlu
menetapkan Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.50/Menhut-1172010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja lIzin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem,
Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan
Produksi dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Nomor  3888),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91
Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011,
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Menetapkan

10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-
11/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52);

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
[1/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-
11/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan
Areal Kerja lIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK
Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman
Industri Pada Hutan Produksi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 705);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.50/MENHUT-I1/2010 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK)
DALAM HUTAN ALAM, IUPHHK RESTORASI
EKOSISTEM, ATAU [IUPHHK HUTAN TANAMAN
INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.
50/Menhut-11/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal
Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan

Alam,

IUPHHK Restorasi Ekosistem, Atau IUPHHK Hutan Tanaman

Industri Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 705), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
terdiri dari:

a. Untuk perorangan harus berbentuk CV atau Firma dan
dilengkapi akte Pendirian.
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b. Akte pendirian Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta
Indonesia beserta perubahan-perubahannya yang disahkan
instansi berwenang;

c. Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang;
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan
kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi dan atau
Kabupaten/Kota;

f. Rencana lokasi yang dimohon dengan dilampiri peta skala
minimal 1 : 100.000 untuk luasan di atas 100.000 hektar atau
skala 1 : 50.000 untuk luasan di bawah 100.000 hektar;

g. Rekomendasi Gubernur yang dilampiri peta lokasi sekurang-
kurangnya skala 1: 100.000, dengan didasarkan pada:

1) Pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada
pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten/Kota, bahwa areal dimaksud tidak dibebani
hak-hak lain;

2) Analisis fungsi kawasan hutan dari Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan
Kawasan Hutan, yang berisi fungsi kawasan hutan sesuali
Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan
kawasan hutan dan perairan provinsi dan data lain yang
tersedia antara lain tata batas, uraian penutupan
vegetasi, penggunaan, pemanfaatan, perubahan
peruntukan dan fungsi kawasan yang dituangkan dalam
data numerik dan spasial.

h. Proposal teknis yang berisi antara lain :

1) Kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi
perusahaan;

2) Usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan,
rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang
diusahakan, organisasi/tata laksana,
pembiayaan/cashflow dan perlindungan hutan.

Dihapus.
Dihapus.

Permohonan IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE
mengacu pada areal yang telah dialokasikan dan dapat dilihat
dalam website www.dephut.go.id dengan alamat “Bina Usaha
Kehutanan”.
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